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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA LAMBUR 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

    

Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  02 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  03 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 

  04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539); 



  05 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  06 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 

  07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; 

  08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang 

Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 

  09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1037); 

  10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 89); 

  11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 

  12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

  13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

  14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 

  15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  16 Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 

Pendampingan Masyarakat Desa; 

  17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6623); 

  18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, 



Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, 

dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik 

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

  19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Dana Desa; 

  20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang 

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan 

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; 

  21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Nomor  2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional 

Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; 

  22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah; 

  23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4); 

  24 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2018 Nomor 17); 

  25 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di 

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2018 Nomor 18); 

  26 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan 

Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 

2015 Nomor15); 

  27 Peraturan Bupati Purbalingga nomor 9 tahun 2018 Tentang 

Pengembangan Sistim Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga; 

  28 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Pendirian,Pengurusan,Pengelolaan dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga ; 

  29 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21); 

  30 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2021 Nomor 6); 

  31 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 



2019 tentang Pengasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain 

yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten 

Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 

Nomor 104); 

  32 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang 

Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2024; 

  33 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Badan Usaha Milik Desa; 

  34 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 250 Tahun 2023 tentang 

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa; 

  35 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 259 Tahun 2023 tentang 

Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan 

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024; 

  36 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2024 tentang 

Standar Harga Satuan Untuk Pemerintah Desa di Wilayah 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2025; 

  37 Peraturan Desa Lambur Nomor 16 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

Lambur Tahun 2019 - 2025; 

  38 Peraturan Desa Lambur Nomor 06 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024; 

  39 Peraturan Desa Lambur Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025; 

  40 Peraturan Desa Lambur Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025; 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMBUR TAHUN ANGGARAN 2025 

 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lambur Tahun Anggaran 2025 adalah 

sebagai berikut :            

 

1. Pendapatan Desa   

a. Pendapatan Asli Desa Rp 33.330.000,00 

b. Pendapatan Transfer Rp 1.484.911.000,00 

c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 5.157.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp 1.845.602.903,00 

 

 

  



2. Belanja Desa   

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 630.514.755,00 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 556.579.800,00 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 98.009.000,00 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 261.181.000,00 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat 

dan Mendesak Desa 

Rp 57.697.200,00 

Jumlah Belanja Rp 1.603.981.755,00 

Surplus/Defisit Rp (80.583.755,00) 

   

3. Pembiayaan Desa   

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 80.583.755,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00 

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 80.583.755,00 

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam 

Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang 

disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran. 

 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

   Ditetapkan di : Lambur 

   Pada tanggal : 27 Desember 2024 

      

   KEPALA DESA, 

      

   TUTI HARYANI 

Diundangkan di : Lambur  

Pada tanggal : 27 Desember 2024  

    

SEKRETARIS DESA  

    

EVI AGUSTIN  

LEMBARAN DESA LAMBUR NOMOR 08 TAHUN 2024 

 


